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Mengingat

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR I32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINCKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

akuntabilitas keuangan serta kine{a di lingkungan Pemerintah

Daerah, diperlukan pelaksanaan audit kinery'a yang berbasis

pada manajemen risiko;

b. bahwa penerapan audit kinerja berbasis risiko dapat memperkuat

pengawasan intern pemerintah dan mendukung terciptanya tata

kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

4.
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Daerah Istimewa Joryakarta (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O08 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentaag Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 20O7 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2007 tentalg Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata

Ke{a Inspektorat Kabupaten Blitar.

MEMUTUSK'AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA

BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BLITAR.

M

Menetapkan



Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.

7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Blitar.

8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada

Inspektorat Kabupaten Blitar.

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit
pengawasan lembege pemerintah non kementerian, Inspektorat

Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupa.ten/ Kota.

10. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah

PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan konkuren.

11. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor

adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk melakukan pengawasan intern.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

13. Audit addah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan

profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah.

&
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14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

15. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk
menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian
melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-
isu risiko.

16. Audit Kinerja Berbasis Risiko adalah Audit yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan

risiko atas program strategis/prioritas pimpinan Daerah dengan

sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku,

menilai aspek efektifrtas, elisiensi dan ekonomis, menilai

keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran

perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian.

17. Auditi adalah orang yang di audit atau pihak yang diaudit oleh

auditor.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencarla pendapatan,

rencana belanja prograrn dan kegiatal Perangkat Daerah serta

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

19. Rencana Keqia dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD Perubahan

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai

dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutreya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat

PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang

meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan

jadwal pengawasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko.

+
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Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai
pelaksanaan program dan kegiatan perangkat Daerah yang
bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi
pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat Daerah yang

efrsien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Uraian Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Format dokumen Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam l.ampiran II yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Blitar

L

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2O Desember 2024

BUPATI BLITAR,

R]NI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2O Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KAEIUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Koordinasi

1 Kepala Bagran Hukum
a Inspektur Pembantu III *
3 Analis Hukum Ahli Muda
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Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menilai

pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang

bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi

pencapaian kine{a program dan kegiatan Perangkat Daerah yang

elisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk
peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Uraian Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam La-mpiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Format dokumen Audit Kine{a Berbasis Risiko di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Blitar

Ditetapkan di Blitar

tanggal 2t ncrenber 2C24

LITAR,

Y FAH

Diundangkan di Blitar
2C Dcscnber 2C24

DAERAH KABUPATEN BLITAR,

o.

f

7-,

oe
E

'

RAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 1]2,/L
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMORl).2TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINEzuA BERBASIS RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KAI}UPATEN BLITAR

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keinginan dan tuntutan stakelnlders belum dapat terpenuhi apabila hanya

didasarkan pada hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas

kewajaran penyajian laporan keuangan. Stakelwlders ingln mengetahui

keberhasilan suatu progr€rm strategis instansi Pemerintah Daerah dan apakah

program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan

cara yang efisien, dan hasil yang efektif serta program tersebut dapat

memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program

Pemerintah Daerah, APIP dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja

Pemerintah Daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan assurartce

audit kineda untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan

ekonomis, maupun layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses

pengendalian dan pengelolaan Risiko pencapaian tujuan organisasi.

Kedudukan Audlt KinerJa Berbasls Rlslko Dalam Grand Deslgn Pengawaran

Intern Berbaslr Rldko.
Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis Risiko, kedudukan

Audit Kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko level 3 dan

Kapabilitas APIP kvel 3. Kedudukan Audit Kineda Berbasis Risiko dilaksanalan

apabila tingkat kematangan Manajemen Risiko telah mencapai level 3 dan

dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas l,evel 3. Untuk

Pemerintah Daerah yang tingkat kematangan Manajemen Risikonya masih

berada di bawah Lrvel 3, pedoman umum Audit Kine{a Berbasis Risiko ini

dibuat untuk mendorong APIP bersama manajemen melakukan perbaikan ke

arah Kapabilitas APIP level 3 dan Menajemen Risiko kvel 3. Manajemen di

2
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3 Pengettlan, Kararterlrtlk, TuJuan Dan Ruang Llnghup Audlt Klneda.

A. Pengertian Audit Kine{a:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Audit

Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang

terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan

pada efektivitas.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 50 ayat (21 pengertian Audit

Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan

tugas darr fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek

ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas dengan penjelasan sebagai

berikut :

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan

c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain

audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.

3. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Audit Kine{a adalah

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas

pemeriksaan aspek ekonomis dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek

efektivitas, termasuk juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intem.

dorong untuk segera menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan

mengimplementasi Manajemen Risiko. Untuk itu, Sumber Daya Manusia APIP

harus paham dan kompeten mengenai pengelolaan Risiko dan APIP nya didorong

untuk mampu memfasilitasi penerapan Manajemen Risiko. Dalam Internal Audit

Capabilifu Model, Audit Kinerja Berbasis Risiko memiliki keterkaitan yang erat

dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Area pengawasan yang

menjadi lingkup Audit Kinerja merupakan basil proses p€rencanaan pengawasan

berbasis risiko.

Risiko tinggi yang teridentifikasi pada saat perencanaan pengawasan berbasis

risiko menjadi salah satu acuan dalam perenc anaan Potencial Audit Objediue

dalam lingkup Audit Kineq'a. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilan penilaian

Risiko pada saat perencanaan pengawasan berbasis risiko akan mendukung

keberhasilan Audit kine{a yang akan dilakukan.
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4. Berdasarkan Standar Audit Intem Pemerintah Indonesia, Audit Kinerja

adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang

terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas,

serta ketaatan pada peraturan.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Audit

Kinerja Berbasis Risiko yang dimaksud dalam pedoman ini adalah audit yang

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan

Risiko atas program strategis/prioritas pimpinan Daerah dengan sasaran

menilai ketaatan terhadap kententuan yang berlaku, menilai aspek efektif,

efisien dan ekonomis, menilai keberhasilan pencapaian program strategis,

memberikan saran perbaikan pengelolaan Risiko dal pengendalian intern.

B. Karakteristik Audit Kine{a antara lain:

1. Audit Kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang benar telah

dilakukan dengan cara yang benar. Mal<sudnya adalah bahwa program

prioritas yang diaudit telah dilaksanakan dengan cara yang benar.

2. Audit Kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan kesehatan

pelaksanaan suatu program prioritas. Maksudnya adalah Audit Kine{a

harus dapat memberikan saransaran perbaikan terhadap kinerja program

prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan Risiko yang belum memadai.

3. Audit Kinerja adalah audit for naftagement sehingga diharapkan hasil

Audit Kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi

perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kineq'a entitas

yang diaudit.

4. Audit Kinerja memerlukan indikator kineq'a sebagai ukuran yang jelas,

sah, dan dapat dipertanggungiawabkan mengenai aspek ekonomis,

efi siensi dan efektivitas.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kine4'a

1. Ruang lingkup Audit Kineda pada pedoman ini adalah area pengawasan

berupa program strategis/ program prioritas yang memiliki risiko tinggi

sebagaimana tercantum dalam Program Keg'a Pengawasan Tahunan yang

disusun berdasarkal Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. APIP

hendaknya melakukan Audit Kinerja pada program perangkat daerah

yang paling berkontribusi atau relevan dengan sasaran strategis RPJMD

Kabupaten Blitar. Apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk
melakukan penilaian kine{a atas beberapa program prioritas maka Audit
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4.

Kinerja yang dilakukan ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di

RPJMD.

2. Audit Kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/

saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinela
untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran

pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola

organisasi.

Metodologl, Tahapan Audit KlnerJa dan Kompetensl Kebutuhan SDil
A. Metodologi/ Pendekatan pelaksanaan Audit Kine{a

1. Pendekatan Integrated Performnnce Monagement System (IPMS)

Pendekatan IPMS yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kineqia

dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini
lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan

periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu

baik satu tahunan maupun lima tahunan.

2. Pendekatan Balance scorecard

Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kine{a dengan

menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, stakeholders, bisnis

proses, d,aa leanftq process ottd groutth. Pendekatan ini dapat digunakan

untuk program rutin/berkelanjutan secara terus menerus seperti pada

proses bisnis pada unit kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang

proses bisnisnya terus menerus dan berulang serta berhubungan

langsung dengan stakeLnlder.

3. Pendekatan trognc

Pendekatan Logic yai1ot suatu metode pengukuran yang menguraikan

hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan

komponen indikator kine{a seperti input, output, dan outcome.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian

suatu program/ kegiatan.

B. Tahapan Audit Kinerja

Audit Kineq'a dilaksanakan dalam tahapan sebagei berikut:

1. Tahap Perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari:

a) Persiapan Penugasan Audit Kinerja (PKA Perencanaan);

b) Penetapan tujua.r dan ruang lingkup audit;

c) Pemahaman Proses Bisnis Auditi;

d) Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta pengendalian utama;
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e) Penetapan indikator kineq'a, bobot dan penyusunan rancangan

pengujian (PI(A Pengujian).

Hasil dari proses tahap perencarlaan adalah penetapan indikator kinerja,

model audit kinerja, penetapan Tentatiue Audit Objediues dan Program

Ke{a Audit rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat

tahapan pelaksanaan audit kinerja.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kine4'a, APIP melakukan pengukuran, penilaian

dan pengujian atas bulrti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek

ketaatan, aspek efektif, efisien dan ekonomis, serta capaian kinerja

berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada

tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan

dianalisis capaiannya atas area IKK yang capaian kinedanya tidak optimal

atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil

dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya

masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu

diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kine{a,
pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko

dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-

masing Indikator Kinerja Kegiatan IKK berdasarkan bukti-bukti yang ada

atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan

digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kine4'a program

prioritas berdasarkan kriteria indikator kineq'a yang teLah disepakati di

tahap perencanaan.

3. Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan

simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu

mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/Manajemen

Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan Auditi, APIP

sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu

dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk

memastikan kembali bahwa isi dari notisi/ simpulan sementara hasil

audit telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil

pengomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir

secara formal dengan Auditi. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan
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dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir

hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan

da-lam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun Auditi.

Pengomunikasian hasil audit yang di dalamnya terdapat rekomendasi dan

saran sangat penting bagi Auditi untuk memperbaiki kelemahan dan

kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak

masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinefa, memperbaiki

kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat

mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kine{a
dapat tercapai.

C. Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit yang telah

ditetapkan. Untuk pelalsanaan suatu audit kineg'a, APIP perlu mempunyai

kompetensi dan kecermatan profesional mengenai audit kineda. Kompetensi

tersebut didapatkan meLalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam

melakukan audit kinerja.

Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal,

apabila tidak ada sumber daya manusia APIP yang mempunyai keahlian audit

kine{a. Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya

manusia APIP yang melakukan audit kineda adalah sumber daya manusia

APIP yang telah terlatih untuk melakukan audit kinerja, memahami

pengukuran kinerja dan memahami proses bisnis Auditi.

APIP harus mampu menjadi early warning system kepada pimpinan

organisasi untuk melakukan tindakan-tindalan perbaikan. APIP perlu

memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis yang

selaras dengan proses bisnis Auditi. Penugasan Tim Audit Kinerja ditetapkan

dengan Surat Perintah Inspektur.

Pemllihan dan Penetapan Indikator Klneda
Audit kineqia hendaknya dilaksanakan atas Auditi yang telah memiliki indikator

kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator

kinerja Auditi dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan

strategis organisasi, best practice serta pertimbangan profesional APIP. Adapun

syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah

dimengerti dapat dicapai serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang

capaian kinerja.

Indikator kinefa hendaknya dapat digunakan untuk mengidentilikasi area-area

kritis dari proses bisnis Auditi sebagai dasar pengembangan Cntical Success
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Factor, dan penilaian Register Risiko strategis Auditi. Pada dasarnya perumusan

indikator kinerja merupakan tanggung jawab pihak manajemen Auditi.

Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran kine{a hendaknya melalui

kesepakatan bersama antara APIP dan Auditi dengan memperhatikan Risiko

Strategis, proses bisnis Auditi dan tujuan dari program strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan / program dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kineqia tersebut terdiri atas input, output, outcome, manfaat dan

dampak. Gradasi/ skala pengukuran kineqia sebaiknya juga disepakati dengan

Auditi. Untuk gradasi/ skala pengukuran kineq'a sebaiknya juga disepakati

dengan Auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran kineq'a yang biasa

digunakan:

Skor

85<skor<100 Berhasil

70<skor<85 Cukup Berhasil

5O<skor<70 Kurang Berhasil

0<skor< 50 Tidak Berhasil

Konrep Ekonomls, Eflslen Dan Efektlf
A. Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan

dalam proses dengan biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas yang tepat.

Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan

dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan.

Audit atas aspek ekonomis meliputi:

- apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi,

dan kegiatan telal diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan

dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga /
e-catalog dan harga asosiasi; dan

- apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus

dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama

yang terdapat dalam standar harga / e-catalog dan harga asosiasi.

B. Pengertian Efrsien

Efisien merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas

dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan

jumlah input tertentu atau marnpu menghasilkan output tertentu dengan

memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisien meliputi:

Kategorl
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- apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input; dan

- apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat

diperoleh dari input yang digunakan.

C. Pengertian Efektif

Efektif merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan

hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efelrtif

berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit

atas aspek efektif meliputi:

- apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana

diharapkan;

- apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan;

- apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang dihasilkan dan

bukan dari pengaruh lingkungan luar; dan

untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari outcomes berupa

dampak, akan tetapi efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang

lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk

sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat output dari

tujuan/ sasaran yang ingin dicapai.
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BAB II

PERENCANAAN AUDIT KINERJA.

Gambaran Umum Perencanaan Audlt KlnerJa

Tahapan perencanaan Audit Kineq'a terdiri dari: persiapan penugasan,

penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan

penilaian Risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator

kinerja, bobot dan penyusunan program kerja Audit rencana pengujian.

Gambaran tahapan Perencanaan Audit sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Gambaran umum Perencanaan Audit Kinerja

2. Persiapan

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kine{a

dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kine{a dilakukan atas area pengawasan

yang telah ditetapkan dalam PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis

Risiko (PPBR) yang dilakukan oleh APIP.

Berikut hat-hd yang perlu dipersiapkan antara lain:

a. Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum

terkait program prioritas dan informasi yang terpilih. Hal tersebut dapat

diperoleh melalui dokumen Intemal Audit Chapter(IACl, RPJMD, Renstra, Isu

terkini, besaran €rnggaran, dan kejadian temuan tahun sebelumnya. Hasil
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3 Penentuan TuJuan dan Ruang Llngkup

Penetapan tujuan dan lingkup penugasan audit merupakan proses kritis pada

awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit secara

jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan penugasan.

a. Agar sasaran / tujuan audit kine{a dapat dicapai, perlu menetapkan ruang

lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat

untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam

penugasan.

b. Tujuan audit kine{a yaitu APIP melaksana}an pengukuran, penilaian dan

pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinerja program

prioritas.

c. Selain itu, APIP dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan tata

kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada auditi sehingga outcome

audit kinerja dapat tercapai.

Contoh Pelaksanaan tahapan ini dapat menggunakan format 3

Adapun ruang lingkup yang terkait Audit Kine!'a Berbasis Risiko dalam pedoman

ini adalah program prioritas (area pengawasan) periode tertentu yang ditetapkan

dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, menjadi concernf perhatian

Pimpinan Daerah dan telah memiliki indikator kinerja sehingga APIP dapat

melaksanakan penugasan Audit Kinerja.

4. Pemahaman Prorer Blrnlr Audltl
Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap selanjutnya

adalah pemahaman proses bisnis Auditi oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar

APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang

dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, angsaran yang

diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang

mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan. APIP

dalam pemahamzrn proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh

tingkatan pencapaian tuJuan organisasi baik dari operasional dan tujuan

strategis.

identilikasi ini dapat dijadikan Potencial Audit Objectiue (PAO). Contoh pada

format la, lb dan lc;
b. Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi

dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan.

c. Mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai

sasar€rn penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA)

Perencanaan. Contoh pada format 2.
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Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemaharnan proses bisnis auditi
yaitu:

a. Identifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD, dengan

Renstra, Renja, dan DPA.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh kertas Ke{a keselarasan terdapat pada format 4.

b. Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (lKU) di RPJMD,

apakah indikator kineq'a utama atas program prioritas yang ada di RPJMD

telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian

program prioritas sehingga diharapkan IKU yang ada dapat menggambarkan

pencapaian program prioritas.

Catatan: Apabil,a telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh Kertas Kerja Evaluasi ketepatan Indikator Kineg'a pada format 5.

c. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan

unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk

memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian kondusif/

memadai untuk mendukung capaian kinerja program prioritas.

Catatan: Apabila telah dil,akukan pada saat proses PPBR maka bisa

dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Contoh kertas Pemahaman Sistem Pengendalian pada format 6.

d. Identifrkasi program prioritas terkait dengan regulasi/ pedoman, juklak/juknis,

kebijakan teknis dan SOP yang ada pada OPD. Identifikasi pelaksana program

prioritas yaitu OPD Utama dan OPD Pendukung termasuk peran, tusi dan

proses bisnis dari OPD tersebut sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada

pada unit-unit teknis terkait beserta struktur organisasi.

e. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari

pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit sebelumnya,

issue / permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut

dikembangkan untuk dapat dijadikan Cntical Success Factor (CSF).

Contoh Kertas Kerja pada format 7.

Identlllkad dan Penllaian Ridko Utama sctta De3aln Pengendallan Utama

Tujuan dari tahap identifikasi risiko adalah untuk menentukan risiko-risiko

utama yang berpotensi menghambat pencapaian kineq'a program prioritas.

Adapun pengertian dari risiko utama adalah Risiko Strategis yang mengganggu

pencapaian tujuan organisasi atau risiko inheren yang dikategorikan sebagai

risiko tinggi/ risiko sangat tinggi.
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Identifrkasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan risk

register dan profil risiko Auditi yang telah divalidasi sesuai jenjangnya yang dalam

hal ini pimpinan Perangkat Daerah dan / atau Bupati yang disertai dengan data

dukung berupa analisis dokumen, standar operasional prosedur, dan laporan

kegiatan APIP perlu melakukan penilaian Register Risiko untuk memastikan

validitas risk register Auditi. Hal tersebut karena risk register Manajemen Risiko

Pemerintah Daerah. Sebagian besar masih alam tahap pengembangan/ penerapan

awal sehingga Register Risiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya.

Evaluasi risk register Auditi dapat dilakukan dengan melakukan brain storming

dengan pimpinan Perangkat Daerah yang terkait program prioritas, dan pegawai

kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas

data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian mengenai Risiko (sebab,

dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi Register Risiko tersebut

maka APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada Risiko Strategis

Pemerintah Daerah, Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Risiko Operasional

Perangkat Daerah yang berpotensi menghambat pencapaian program proritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan

pada tahap berikutnya.

Contoh evaluasi register risiko terdapat pada format 8a dan 8b.

APIP mengidentilikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada padaproses

bisnis Auditi dan mengidentifikasi Risiko utama/ Risiko inheren yang tinggi/

sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan Risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian atas

daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada

pada daftar Risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP

mengidentilikasi pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah

ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian

utama terhadap Risiko utama.

Contoh kertas kerja simpulan desain pengendalian terdapat pada format 8c.

ldentifrkasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan

dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan
pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses

penilaian Risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang

timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Setelah melakukan

penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas da-ftar Risiko

utama, APIP berdiskusi dengan Auditi/ manajemen untuk menyepakati indicator

kine{a, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan

dalam pelaksanaan Audit Kine{a.
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6. Penetapan Indlkator KlnetJa, Bobot Penllaian dan Pen5nrunan Rencana

PenguJian

Dalam Audit Kinerja, APIP seyogranya menetapkan/memilih Audit Kine{a atas

program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang

perlu diperhatikan APIP adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyoryanya

pada tahap perencanEran telah dilakukan reviu kelayakan oleh APIP, telah

dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak Auditi/manajemen atas

indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/ gradasi pengukuran kinerja. Hasil

pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Auditor

dengan Auditi.

Contoh pada format 9.

ta.ngkah terakhir dalam penyusunan perencanaan Audit Kinefa adalah

menyusun program ke{a audit termasuk rencana pengujian rinci (program ke{a
Audit pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian

serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses ini
diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat rencana

pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat

di selesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit dan

ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. APIP

dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap pelaksanaan

Audit Kineq'a dapat mengidentilikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area

kritis atas capaian kine{a setiap indikator kineq'a kegiatan yang mendukung

program prioritas sehingga APIP dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan

tatakelola, pengelolaan Risiko, pengendalian intern dalam pencapaian kinerja

program prioritas dan tujuan organisasi.

Contoh pada format l0
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BAB III PELAKSANAAN AUDIT KINERJA.

1. Proses Pelaksanaan Audit KlnerJa

Gambar 3. I Proses Pelaksaaaan Audit Kinerja

Keterangan:

Aspek 3E: Aspek Ekonomis, Efisien dan Efeldif

KI(A : Kertas Keda Audit

IKK : Indikator Kineda Kegiatan

Xlne.iaTid.k
f.tcapi/ndel Opttm.

Dalam proses pelaksanaan audit kineda, APIP akan melakukan pengumpulan dan

pengujian untuk mendapatkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup, atas

kondisi area pengawasan terpilih (program prioritas), terkait aspek ketaatan serta

aspek 3E atas indicator kinerja yang telah disepakati dengan auditi. Manajemen,

sehingga APIP dapat:

a. Menilai dan menyimpulkan capaian kineda.

b. Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penyebab tidak optimalnya

kinerja atau indikator capaian kine{anya masih di bawah batas predikat

"berhasil" dari target yang telah ditetapkan.

c. Menyusun temuan dan simpulan audit.

d. Memberikan rekomendasi dan saran untuk mengurangi dampak

permasalahan, perbaikan kine{a, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian

dan gouerna nce ri.sk control.

Dalam pedoman Audit Kine{a ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas bukti-

bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek efektif, efisien dan

ekonomis, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kine{a dengan model/

metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kine{a tersebut

kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas areaf indikator kinerja

kegiatan yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya

masih di bawah batas predikat 'berhasil' dari target yang telah ditetapkan. Atas

indikator kinery'a yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area

of improuement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran

perbaikan kine{a, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang

merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada Auditi.

TAHAP PETAK5ANAAN

MenyusunTemuan
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mendukung Program
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orpe k kctaatED scna

asp"l x

ldentif itari dan analisij
ata3 rigto utama dao

€f eltivitas pen6en&lian

ldentilitEsi Peny€bab
tidak optimalnya capalan

kln€rra
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2. Teknlk Audlt, Buktt Audlt Dan Teknlk Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kine{a, APIP mengumpulkan dan mendapatkan

bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan Teknik

audit darr Teknik sampel. Sehingga APIP diharapkan memperolah bukti yang

material dan relevan serta sampel yang representative. Hal tersebut dilalukan agar

Seperti contoh, APIP akan mengu,ji apakah proses identifikasi dan penetapan risiko

utama atas IKK yang tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP

perlu menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko

utama atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh

manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama atas IKK yang

tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh

manajemen, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang belum

teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam rangka sar:rn

perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas

sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP

perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji

penerapannya/ efektivitas dari pengendalian intern Auditi.

Pengujian efektivitas pengendalian utama atas IKK yang capaian kinerjanya tidak

optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari

desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan

implementasinya. Adapun contoh teknik pengujiannya dapat dilakukan dengan:

a. Form dan substansi dokumen pengendalian.

b. Pengamatan atas prosedur/ standar operasional prosedur dengan

implementasi di Lapangan.

c. Penilaian apakah yang tertulis di standar operasional prosedur telah dilakukan

dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan

baik.

d. Reperformance.

e. Wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing

IKK berdasarkan bulcti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil

pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas

kine4'a program prioritas yang didukung dengan bukti-bukti yang telah

didokumentasikan oleh APIP berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah

disepakati di tahap perencanaan. Diharapkan APIP dapat memberikan saran dan

rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak,

saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata,

serta dapat dilaksanakan oleh Auditi.
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pekedaan APIP menjadi professional dimana hasil audit mempunyai dasar yang

kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut adalah

hubungan antara teknik dan jenis bukti audit yang dapat diperoleh:

1. Obs.rvsile.ng.rntt.n
2. l.wenLrae6l/OpM.r€

| ..*
| 3. Footrlll/crar5 Fodrr
I r. csr

Gambar 3.2

Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit.

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan dan

pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan

dilakukan. Besaran luasnya pengujiam tersebut tidak perlu dilakukan audit

secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat

keyakinan yang diharapkan melalui Teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan

sampel dapat benar representatiue maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel

statistik yang biasa digunakan dalam menentukan jumlah sampel antara lain:

a. Rumus Slovin

il
tl = ----------------

1+ N ej
KeteraIlgan:

n = sampel; N = populasi; e = nilai presisi 9570 atau tingkat kesalahan yang

diharaPkan sig. = 57o = 0,05.

Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan dalam layanan

administrasi kependudukan sejumlah 125 berkas. Atas hal tersebut APIP tidak

akan menguji secara keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan

pertimbangan profesionat:ya dengan menggunakan rumus slovin dan tingkat

kesalahan yang dikehendaki adalah 57o, maka jumlah sampel yang akan

dilakukan pengujian oleh APIP adalah :

125

I + 125 (0,05) = 95,23 dibulatkan meniadi 95

b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

Selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel yang

representative juga dapat menggunalan tabel Isaac dan Michael. Di mana

dalam table tersebut telah tersedia tingkat kesalahan sebesar loh, 5o/o datt

107o. Dengan tabel ini, auditor dapat secara langsung menentukan besaran

sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

V
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c Jumlah sampling minimal

APIP saat melalukan audit/pengawasan yang ruang lingkupnya tidak terlalu

besar, maka dapat menggunakan j umlah sampling minimal seperti yang

disebutkan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131) mengatakan bahwa ukuran

sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 3O sampai dengan 500. Bila

populasi kurang dari 30, seyoryanya diambil keseluruhan.

3. PenguJian Aspek Ketaatan, Aspek Klnerja Efekttf, Eflrlen, Ekomonis l)an
Capalan Hasll KlnerJa

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan

bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan dan aspek

efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan

penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kineq'a dan model / metodologi

yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja
juga didasarkan ata.s kontribusi dari masing-masing aktor/ Perangkat Daerah

pelaksana program prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu dengan membrikan
keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program

prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan,

prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang

berlaku lainnya.

Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek efektif, elisien dan ekonomis yang

dilakukan oleh APIP, seperli contoh aspek ekonomis dan efrsien, APIP dapat

menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan

input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat

perolehan input tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah

Auditi telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara

hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan

ketidakefisienan.

Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai

apakah capaian hasil program atau menfaat yang diperoleh sesuai dengan yang

ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan Auditi dalam pelaksanaan program

yang bersangku tan mencapai tujuan.
Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing

indikator kine{a kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil
pengujian atas aspek ketaatan dan aspek efektif, efisien dan ekonomis tersebut.

Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/tidak

optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian

kineq'a atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat "berhasil"

dari target yang telah diteta.pkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di
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bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang perlu diidentifikasi

penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan

pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada

pada Auditi.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih

berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian efektif, elisien dan

ekonomis dan pengukuran kineda hanya melihat pada aspek ekonomis dan

elisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Namun,

jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya.

4. PenguJlan RtstLo Utama Atar Area IKK Yang Tldak Optlmal Capaian

Klne{anya
APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya

capaian kine{a seyos/anya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko

utama serta efektivitas pengendalian yang dilakuk an oleh manajemen. Penyebab

capaian kinerl'a yang tidak tercapai/tidak optimal dianalisis risiko utama/Risiko

Strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh Auditi/
manajemen. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan

penetapan risiko yang dilakukan oleh Auditi/manajemen telah memadai atau

tidak. APIP perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah diidentifi.kasi,

dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.

Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepat atau

ditemukannya risiko utama yang belum teridentifi.kasi oleh manajemen pada saat

proses penyusunan risiko, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang

tidak teridentifi.kasi tersebut dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka

saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risiko

yaitu:

a. dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai

dengan tujuan Errea pengawasan sesuai dengan RPJMD, rencana strategis,

RKPD dan Renja.

b. dapatkan kebijakan Manajemen Risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

c. dapatkan dokumen Register Risiko terbaru yang telah diupdate dan telah

ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah serta dokumen terkait lainnya.

d. lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat
strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah maupun

tingkat operasiona-l Perangkat Daerah, termasuk menguji keselarasan

penetapan risiko yang ditetapkan telah mengacu pada RPJMD dan rencana

strategis Perangkat Daerah.
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e. lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta
penetapan Selera Risiko telah sesuai dengan kebljalan Manajemen Risiko

Pemerintah Daerah.

f. lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari
prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses

bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentjfikasi mulai dari menganalisis

tujuan, identifi.kasi kegiatan / program untuk mencapai tujuan, identifr.kasi

risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat pencapaian

tujuan. Apalah penetapan risiko operasional, Risiko Strategis dan risiko
entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah masih

ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggr) yang belum diidentifikasi oleh

manajemen.

g. lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian

nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif

melalui workshop/FGD / lainnya dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat

(memahami proses bisnis dan risiko).

h. lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko dan

pemetaannya sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan.

i. pastikan seluruh risiko signifrkan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis dan

dievaluasi dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian diatas dilaksanakan, selanjutnya perlu

didokumentasikan dalam kertas keq'a.

5. PenguJlan Efektlfivltac Pengendallan Utama Atar Area IKK yaag Tldak
Optlmal Capaian KlnerJanya

Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya melakukan

pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko utama tersebut. Berdasarkan

standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem

pengendalian intern dan menguji penerapannya/ efektivitas dari pengendalian

intern Auditi/ manajemen.

Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat ketepatan desain

pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan

desain pengendalian dengan implementasinya. Tujuan pengujian efelctivitas

pengendalian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas

risiko utama telah mampu menurunkan risiko sampai tingkat yang dapat diterima

(berada dalam area Selera Risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP

menilai/menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan
manajemen telah tepat/ sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan manajemen

terkait atas pengendalian risiko utama (tinggi dan sangat tinggi). Pada saat APIP
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menguji ketepatan desain ada kemungkinan terdapat tiga kondisi yang ditemui

oleh APIP yaitu :

a. kondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi r€rnc.rng€rn

pengendalian yang berlebihan, artinya pengendalian yang dirancang Auditi

terlalu ketat sehingga terdapat pengendalian yang sebenarnya tidak perlu.

Meskipun pada kenyataannya risiko berhasil ditekan sampai level yang dapat

diterima, narnun pengenda-lian yang berlebihan hanya akan menambah biaya

bagi organisasi.

b. kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian yang kurang,

artinya pengendalian yang ada belum mampu menurunkan risiko sampai level

yang dapat diterima. Untuk kondisi ini, APIP dapat merekomendasikan

pengendalian tambahan yang perlu dilakukan oleh Auditi sehingga mErmpu

menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Selain itu, terdapat

kemungkinan bahwa Auditi sesuai dengan kewenangannya, tidak

memungkinkan untuk menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima.

c. kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan pengendalian telah

memadai (tidak berlebihan dan tidak kurang), sehingga rekomendasi yang

diberikan adalah untuk memantau risiko secara periodik. Untuk dapat

menyimpulkan pengendalian telah memadai, APIP perlu memahami proses

bisnis yang saat ini sedang be{alan serta mempertimbangkan data/ database

kete{adian risiko. Jika risiko masih sering te{adi, menunjukkan bahwa

pengendalian yang ada belum efektif.

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian

sebagai berikut:

a. Dapatkan dokumen register risiko terakhir unit keq'a yang telah divalidasi

pimpinan organisasi untuk melihat tujuan dan penyataan risiko terkait

program.

b. ldentifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area

indikator kine{a dengan capaian kine{a yang tidak tercapai/tidak optimal.

c. Dapatkan kebijalan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifrkasi

atribut pengendalian utama (4WlH), atas risiko utama pada area indikator

kine{a dengan kine{a tidak tercapai / tidak optimal. Yang dimaksud dengan

atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian

tersebut mampu menjawab pertanyaan 4WlH (apa, siapa, kapan, mengapa,

dan bagaimana pengendalian atas risiko), Contoh: dalam pelaporan hasil audit

sebaiknya telah melalui reviu be{enjang (approuing), dengan atribut
pengendalian yaitu (l) apa yang direviu, (2) siapa yang melakukan reviu,

(3) kapan perlu dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan reviu dan (5)

bagaimana cara melakukan reviu.
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Untuk memperjelas pemahaman, desain pengendalian dapat digambarkan dalam

suatu formulir (form) pengendalian. Teknik pengujian ketepatan desain

pengendalian dapat berupa wawancara ke pegawai kunci, yaitu pegawai yang

memahami proses bisnis dan risiko terkait substansi form pengendalian tersebut,

penelitian dan analisis dokumen serta prosedur terkait. Apabila dari hasil

pengujian rancumgan pengendalian dinyatalan tidak efektif, APIP dapat

memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti perbaikan substansi

prm pengendalian dalam rangka pencapaian hasil kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi desain

pengendalian atas risiko utama pada area indikator kineda yang capaian

kineqjanya tidak tercapai / tidak optimal. Dalam hal ini, APIP dapat melakukan

pengujian implementasi pengendalian tersebut bersamaan dengan pengujian

ketepatan rancangan / desain pengendalian.

Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan bahwa

pengendalian belum efektif/ belum tepat, tetap dilakukan pengujian implementasi

untuk mengetahui komitmen manajemen dalam implementasi rencana

pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan

menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi/ Inspeksi

1) APIP memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis dokumen/formulir

bulrti-bulrti implementasi pengendalian serta melakukan reviu kesesuaian

dengan standar operasional prosedur/ rancangan pengendaliannya; dan

2) APIP dapat melakukan observasi/inspeksi terutama atas pelaksanaan

pengendalian yang sifatnya berkala, seperli perhitungan fisik persediaan

dan rekonsiliasi realisasi belanja. APIP melihat secara cennat pelaksanaan

suatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk
meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan

rancangannya.

Apabila terdapat perbedaan antara rancang€rn dengan pelaksanaan

pengendalian, APIP diharapkan dapat mengidentilkasi penyebab perbedaan

dan menilai dampaknya. Dalam melaksanakan observasi/inspeksi, APIP perlu

berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih

baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

d. Lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis

atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas

program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat

diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis

akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian implementasi

pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawai kunci dan pimpinan

organisasi, pengamatan atas prosedur/ standar operasional prosedur dengan

implementasi di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi pengendalian dan

melakukan penilaian apakah yang tertulis di standar operasional prosedur telah

dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi

dengan baik, serta reperformance atas pengendalian intern yang ada. Atas hasil

pengujian efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP dapat

memberikan saran perbaikan efektivitas pengendalian.

Selanjutnya proses pengujian efektifivitas pengendalian utama perlu

didokumentasikan dalam kertas keda.

6. Penyusunan Temuan dan Slmpulan Hasll Audlt KlnerJa.

Dalam pelaksanaan proses Audit Kine{a Berbasis Risiko, ditemukan adanya

kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signilikan, maka APIP dapat

b. Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci.

Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat memberikan

bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian

pada suatu organisasi. Wawancara ini mempunyai dua tujuan, yaitu

mendapatkan informasi atas pemahaman pimpinan dan pelaksana

pengendalian mengenai rancangan pengendalian (apa yang seharusnya); dan

mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada (apa yang te{adi) dengan

prosedur yang seharusnya.

Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang beberapa

pimpinan dan pegawai kunci yang memahami proses bisnis dan risiko untuk
melakukan diskusi yang terfasilitasi untuk menilai rancangan atau

implementasi pengendalian intern. Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan
yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila

menggunakan diskusi terfasilitasi, yaitu antara lain:

1) dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP akan

mendapat gambaran atas seluruh proses pengendalian organisasi; dan

2l meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur,

pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana

pengendalian dalam pencapaian tujuan program.

c. Pelaksanaan ulang suatu kegiatan

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat

memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah

dijalankan sesuai rancangannya, maka dapat dilalukan reperformance atas

pengendalian tersebut.
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menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai

dengan rekomendasi. APIP perlu mencari penyebabnya serta mengungkap akibat

adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria.

APIP dalam menJrusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil

pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam

membuat kesimpulan atas kineda program prioritas berdasarkan kriteria

indikator kine{a yang telah disepa}ati di tahap perencanaan yang terkait atas

aspek ketaatan dan aspek efektif, efisien dan ekonomis. Jika te{adi perbedaan

antara kondisi dengan lciteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi

penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/membuat capaian

hasil kinerja tidak tercapai seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh

manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan

implementasi pen gendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan

solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya berbentuk rekomendasi

terkait atas kondisi dan kriteria yang te{adi. Rekomendasi yang diberikan

diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian

kineda, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada

serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit

kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan kepada pimpinan

Auditi sekaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan

rencana perbaikan ke depannya.

Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:

- jika kine{a tida} tercapai atau masih perlu dioptimalkan (berdasarkan hasil

audit kine{a) dan desain serta implementasi pengendalian atas risiko utama

pada area IKK yang belum efektif, maka pencapaian kinerja sampai dengan

akhir periode berpotensi untuk gagal/tidak tercapai.

- jika kine{a tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit kinerja),

namun desain serta implementasi pengendalian risiko utama belum efektif

pada area IKK yang mendukung program prioritas, maka pencapaian kinerja

sampai dengan akhir periode berpotensi untuk terhambat.

Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasa-lahan yang disebabkan

oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP

dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan /kajian
atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk
melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.
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7. Pendokumentaslan Audlt KinerJa

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, APIP diwajibkan

mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas ke{a audit.

Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung

simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan

simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta

dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas

kerja perlu direview secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas ke{a telah

disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Ke{a Audit serta

memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan

standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai Auditi, hak kepemilikan atas

kertas kerja audit berada pada instansi APIP. Pemanfaatan kertas kerja audit oleh

instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Contoh kertas ke{a utama pengukuran indikator kinerja dan capaian program

terdapat pada format 1 1 .

BAB IV

PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN

MONITORING TINDAK LANJUT

Perolehan Tanggapan Atar Slmpulan Dan Rekomendasi

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan,

temuan dan usulan serta rekomendasi APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit

kineda kepada Pimpinan / Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan

pembahasan akhir dengan Auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intem.

Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern

bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit/ simpulan

sementara telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup serta

untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat

yang sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi. Proses dan

hasil pelaksanaan pembahasan intem tim perlu didokumentasikan di dalam

kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengomunikasian hasil

audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan Auditi.

Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan

1
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kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai

jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP

maupun Auditi.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk Berita

Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil

kesimpulan audit, tanggapan Auditi, rekomendasi yang disepakati maupun yang

tidak disepakati, serta hal-hd lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Contoh berita acara pembahasan hasil audit terdapat pada format 12.

2. Penyurunan Dan Penyampalan Laporan

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan Auditi, APIP

segera menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intem Pemerintah

Indonesia, di mana konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari pengendali

teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab.

Adapun media dan sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penyusunan

laporan hasil audit adalah notisi audit, hasil pembahasan akhir, dan kertas ke{a

audit.

Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera mungkin dikomunikasikan dan

didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4OOO, AAIPI). laporan

ditujukan kepada Bupati dan dikomunikasikan dengan pemilik/ pelaksana

program. Laporan tersebut berisikan capaian kine{a, informasi ketaatan terhadap

ketentuan, dan penyebab capaian kine{a tidak tercapai berupa saran perbaikan

mengenai pemulihan dampak, perbaikan kineda dan pengelolaan risiko, rencana

tindak pengendalian, serta efektifitas desain pengendalian intern atas program

prioritas tersebut.

Selain itu, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan, maka APIP

dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal penghentian dan

menjelaskan alasan penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis

kepada Auditi dan pejabat yang berwenang.

Contoh laporan berbentuk BAE} terdapat pada lampiran 13.a, 13.b, dan 13.c

3. Monltorlng Tlndak Le qfut
APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan

rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar Auditi memperbaiki

kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua

rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari audit kinerja serta

memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis

maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan pada Pasal
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43 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, pimpinan instansi wqjib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi

hasil audit dan reviu lainnya; dan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun

20O9 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak t anjut
Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 (enam

puluh) hari setelah laporan hasil audit diterima, Auditi tidak menindallanjuti
rekomendasi hasil laporan, maka Auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau

sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua

dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama belum

ada tindak lanjut dan jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dapat

diterbitlan surat kepada pemimpin organisasi Auditi. Pemantauan tindak lanjut
sangatlah penting dalam pencapaian outcome audit kineq'a, dikarenakan dengan

ditindaklanjutinya rekomendasi audit kineda maka diharapkan terdapat

peningkatan ketaatan, perbaikan kinerl'a serta perbaikan tata kelola organisasi,

pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian program dan tujuan

organisasi.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Audit Kineda Berbasis Risiko disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat

dalam rangka melaksanakan Audit Kineda Berbasis Risiko di lingkup Pemerintah

Kabupaten Blitar.

BLITAR,

A FAH



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR,SzTAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

FORMAT DOKUMEN AUDIT KINERJA

Format l.a
Audit Kine{'a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH

Hasil wawancara dengan manajemen, pemahaman auditan, dan isu yang

berkembang di media massa:

No. Permasalahan Sumber InformasiIIrI

II
* Catatan : Format Dol-umen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan



Format I .b

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL

Catatan:

1. Kolom 2 Hasil Identifikasi Masalah diisi dengan output berupa masalah-

masalah utama yang didapatkan dari langkah sebelumnya yaitu

pengidentifi kasian masalah.

2. Kolom 3 Area Potensial diisi dengan area/ program / kegiatan / bidang yang

berkaitan dengan masalah utama yang didapatkan.

No. Hasil Identifrkasi M asalah Area Potensial
I 2 3

IIII

II

t Catatan : Format Dokumea dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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No

I

Area

Potensial

2

Risiko

Manaj emen

Faktor Pemilihan

Damoak
Sicini-fikarrsi- Audit

Au ditabilitas

Total

Skor

7

Urutan

Prioritas

8

Kesimpulan

Dipith/Tidak

93 + 5 6

Format 1 .c

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun.. Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA POTENSIAL

Catatan:

l. Kolom 2 diisi dengan area-area potensial yang didapatkan dari
hasil pengidentifikasi masalah.

2. Kolom 3,4, 5, dan 6 diisi dengan menggunakan skor I = rendah; 2 = sedang;
3 = tinCg.

3. Kolom 7 merupakan penjurnlahan dari kolom 3, 4, 5, dan 6.
4. Kolom 8 merupakan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan

dipilih sebagai obyek audit.
5. Kolom 9 merupakan kesimpulan a.rea potensial yang akan dipilih sebagai

fokus obyek audit.

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan



-4-

Format 2

Audit Kinerja atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

PROGRAM KERJA AUDIT _ TAHAP PERENCANAAN

No Uraian

Waktu yang

diperlukan
Dilaksanalan oleh Ref.

KKP
Rencana Realisasi Rencana Realisasi

Tahap Persiapan dal Perencanaan

1 Persiapan

a. Tujuan: Menyiapkan Alokasi Wa]<tu dan

PKA Perencanaan

b. tangkah Keda:

1)Peroleh dan identifikasi datal
informasi awa-l program terkait (PAO)

2)Persiapkan susunan Tim yang

kompeten dengan memper-

timbangkan keallian secara kolektif
3)Susun Surat Perintah Tugas

4)Susun anggaran waltu penugasan

dan PKA Tahap perencanaan

2 Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Audit

a. Tujuan : Menentukan tujuan dan ruang
lingkup penugasaa

b. l,angkah Keda:

l)Pastikan Tujuan da! Ruang lingkup
audit sudah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Audit Intern
Tahunan/PKPT jika belum maka

klarilikasi tujuan audit kepada

pimpinan APIP

2)Tentukan unit/ Kegiatan dar Periode

yang dipitih untuk ruang lingkup
3)Susun prioritas ruang lingkup audit
4)Tetapkan tujuan dan ruang tingkup

audit
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No Uraian

Waktu yang

diperlukan
Dila.ksan akan oleh Ref.

KKP
Rencana Realisasi Rencara Realisasi

5)Lakukan diskusi tim untuk
memperoleh data yang diperlukan
terkait tujuan dan ruang lingkup
yang telah ditetapkan

6)Lakukan pembicaraan pendahuluan

dengan malajemen auditi
3

4

Pemahaman Proses Bisnis Auditi
a. Tujuan : Memahami proses bisnis

auditi sesuai dengan ruang lingkup
audit

b. I^angkah Keq'a:

1) Lakukan identilikasi keselarasan

Program yang diaudit dengan

tujuan/sasaran/lKU
2) Lakukan identilikasi dan eva.luasi

lndikator Kinerja Utama apakah

sudah memadai atau tidak
3) Lakukan identilikasi dan analisis

sistem pengendalian intern
4) Peroleh informasi mengenai SOTK,

struktur dan fungsl tujuan
kegiatan/ program, indikator dan

capaian kinerja auditi dari laporan

kineq'a serta juklak, pedoman, SOP

terkait dengan program yang

diaudit

5) ldentifikasi aktor pelaksana yang

terlibat

6) ldentilikasi area-area kritis dari
proses bisnis

7) ldentilikasi dan reviu kelayakan

indikator kineg'a/data capaian

kinerja

ldentifikasi dan Penilaian Risiko

a. Tujuan : Mengidentifikasi dan menilai

risiko utama auditi yang akan menjadi

sasaran audit dengan memperhatikan

tujuan, sasaran, dan IKU yang akan

dicapai auditi yang berpotensi

menghambat pencapaian kinerJ'a

b. langka}l Keda:

l) Dapatkan nsk /egEsrer/profil risiko
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No Uraian

Waktu yang

diperlukan
Dilaksanakan oleh Rel

KKI,
Rencana Realisasi Rencana Realisasi

auditi
2) L€kukan penilaian ketepatan

pemyataan risiko dengan

menggunakan metode 4w1H

berdasarkan area kritis yang telai
teridentifikasi

3) kkukan Brainstorming dengan

Pimpinan Auditi/pegawai kunci
terkait dengan perumusan risiko
sebab dampal

4) Susun daftar risiko utama yang

berpotensi menghambat pencapaian

strategis da! pastikan bahwa daftar
risiko tersebut telal mencerminkan
penyebab hakiki

5) Lakukan evaluasi pernyataan dan
penilaian risiko (skala probabilitas,

skala dampak, dan level risiko)

berdasarkan daftar risiko utama
yang sudah dibuat

6) Buat simpulan dan kertas keda

5 ldentifikasi dan penilaian kecukupan
desain pengendalian kunci

a. Tujuan : Mengidentifikasi dan

menyimpulkan kecukupan desain

pengendalian sehingga risiko sesuai

dengan tingkat selera organisasi

b. l^angkah Ke{'a:

1) l,akukan Brcinstorming untuk
menentukan pengendalian utama
atas setiap risiko yang telah

teridentilikasi

2)ldentifikasi desain pengendalian

kunci yang ada dengan mempelajari

SO P,wawancara dan pengamatan

3) Evaluasi kecukupan desain

pengenda-lian terhadap pencapaian

tujuan pengendalian kemudian
simpulkan

4) Komunikasikan hasil simpulan

awal kecukupan desain
pengendalian kunci kepada
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No Uraian

Waldu yang

diperlukan
Dilal<san al<an oleh Ref.

KKP
Rencana Realisasi Rencana Realisasi

manajemen

6 Penetapan indikator audit kinerja dan

Rencana Pengujian

a. Tujuan : Menghasilkan kesepakatan

indikator audit kinerja dan PKA

pengujian

b. Langkah Keq'a:

1) Diskusikan audit kinerja disertai

dengan membangun/kesepakatan

kriteria kine{a bersama

stakehold.ers dengan menentukan

metodologi dal melakukan analisis

atas kelayakan tujuan, indikator
dan parameter kine4'a (3E), dan
capaian kinerja serta @mpliarl(E

(kepatuhal) yang ada dengan

membandingkan hasil identilikasi
area - area kritis dan risiko utama
yang telah teridentifikasi sehingga

dapat dikembangkan/terhubung
dengan indikator kineq'a

2) Tetapkan tujuan pengujian dan

teknik pengujian dan penentuan

rencana pengujial pengendalian

3) Susun PKA pelaksanaan Audit
Kinerja

Kabupaten Blitar,

Disetujui Wakil
Penanggung Jawab

Direviu
Pengendali Teknis

Disusun
Ketua Tim

NIP. NIP NIP

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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Format 3

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA PENENTUAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

1. Area Potensial yang Dipilih :

2. TujuanAudit:

3. Periode Waktu Audit :

4. Lingkup Audit:

* Catata-n : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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Format 4

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

Kertas Kerja untuk menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di
RPJMD, RKPD dengan Renstra OPD

Perangkat Daerah

RP.IMD

Tahun Anggaran

Visi RPJMD

Misi RPJMD

T\rjuan

Indikator Tujuaa

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

RKPD Tahun ...

Program prioritas terkait audit
Indikator Program Prioritas

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Renstra OPD

Sasaran Strategis OPD

lndikator Sasaran OPD

Program

Indikator program

Kegiatan

Indikator Kegletan

RPJMD

Uraiarr

Program

di RPJMD

Indikator

Program

di RPJMD

OPD Utarna
Program Prioritas

Program Kegiatan

Pendukung Pendukung

OPD Pendukung I

Program

Pendukung

Kegiatan

Pendukung

OPD Pendukung II dst

Program Kegiatan

Pendukungdukung

No
Uraian

No
Uraian

No Uraian No Uraian No Uraian No
Uraian

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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Format 5

Audit Kineda atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

Perangkat Daerah

RPJMD

Tahun Anggaran

Keterangan:
1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi sasaran strategis

3. Diisi Uraian indikator kineda

4. - 6. diisi YA atau TIDAK

7. Jika terdapat indikator kinerja
untuk IKU pengganti

yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

No Sasaran Strategis
Indikator Kineia Utama

Simpulan
Uraian IKK Sp""ifi" Measureble Rezleuant

(1) (2t (3) (4) (s) (6) 17l
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Format 6

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KER.IA KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

No Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang
Memadai

Rencana Tindak
Perbaikan

Lingkungan
Pengendalian

Penangg

ung
jawab

Target
Waktu

Penyelesa

ian

(1) (21 (3) (4) (s)

l. Penegakal Integritas dan Niiai Etika

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2

II. Komitmen Terhadap Kompetensi

I Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

'2

UI. Kepemimpinan yang Kondusif

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

')

lV. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2

V. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2

VI. Penlrusunan dan penerapan serta praktik yang sehat mengenai pembinaan SDM

I Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2

VlI. Peran APIP yang efektif

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

2

VIII. Hubungan keda yang baik dengan instansi pemerintah terkait

1 Diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

2
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Format 7

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

KERTAS KERJA REVIU INDIKATOR KINERJA

No Sasaian Strategis
Kegiatan

Key

Perforrrance
Indikato,
(KPI) / IKK

Area Kritis
Criticat
Succes

Factor (csE

Specilic Dapat
diukur

Relevan Sar_an

lndikator
Pengganti

Peran/aktor Usulan
bobot

OPD Keg.

I

KPI 1 CSF I OPD A to

b KPl 2 CSF 2 TIDAK TIDAK TIDAK KPI X OPD B BBB IO

2 Pelaksanaan

a. KPI 3 csF 3 TIDAK TIDAK KPI Y OPD D DDD 30

b KPI 4 CSF 4 TIDAK TIDAK TIDAK KPI W OPD E EEE 30

Pelapolan

KPI 5 CSF 5 OPD F FFF lo

b KPI 6 CSF 6 TIDAK TIDAK TIDAK KPI Z OPD G GCG 10

TOTAL too

Disepakati/ Disetuj ui
Nama

1. Pemilik/ Pelaksana ...

Program

2. Pemilik/ Pelaksana ...

Program

3. Pemilik/ Pelal(sana ...

Program

* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

TTD Nama

4. APIP

TTD
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Format 8.a
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* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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Format 8.b
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Kertas Kerja Evaluasi Risk Register Operasional OPD
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Format 9

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT

Jln. Sudanco Supriyadi No. 17 BlitarTelp. (03a2) 801276
email : inspelrtora@blitarkab.go.id / website : www.inspektorat.blitarkab.eo. id

BERITA ACARA
PRA PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Berdasarkan surat tugas dari dengan nomor tertanggal .......
Bertempat di
Telah dilakukan pembahasan Pra Pelaksanaan Audit Kine{a antara Tim Audit
Kineqia Inspektorat Kabupaten Blitar dengan:
1. ......
2. dst
Dengan hasil pembahasan sebagai berikut:
1. Jumlah OPD yang menjadi sampel adalah ..... OPD, dengan rincian sebagai

berikut:
a.
b. dst

2. Periode ke{a yang akan dilakukan audit adalah Tahun
3. Pendekatan kineqia OPD berdasarkan atas program terpadu yang telah

disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar, dengan aspek dan bobot
penilaian sebagai berikut:

No Aspek Bobot OPD Sasaran/CFS
1

2 dst

4. Agregat penilaian dapat diuraikan sebagai berikut:
Bobot

Efektifitas
Efisiensi ... oh

Ekonomis ,'., o/o

5. Gradasi capaian skor kine{a diuraikan sebagai berikut:
Skor Kategori

85 < skor< 10O Berhasil
70<skor<85 Cukup Berhasil
50<skor<70 Kurang Berhasil
O<skor<5O Tidak Berhasil

Demikian pembahasan Pra Pelaksanaan Audit Kine{a dibuat dengan
sebenarnya.

Inspektur
Kabupaten Blitar

Pihak

(....................)
* Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Pihak

( )

Aspek
....o/o
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Format l0

Audit Kine{a atas ... Dibuat oleh :

Tahun... Direviu oleh :

Disetujui oleh :

PROGRAM KERJA AUDIT

PEUERIilTAII X.ABT'PATEII BLTTAR
IXSPEKTOR^T

PROGRAU KERJA
AT'DIT KII'|ERJA

TAHUIf

No Uraian Pelaksarra \\,akttt KK
No.

Keterangan
Rencana Realisasi

A Tujuan

Langkah Kerja:
I
2
3
{ dst

Buat simpulan

A Tujuan

Langkah Kerja:
I
2
3
+ . dst

Buat simpulan

Blitar, ....., .. .. ....
Ketua Tim

NIP

*Catatan : Ffimat Dokumen dapat dise$aikan sesuai kebutuhan
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Format 1 1

Kertas Keria Utama

Crltkal SuccesE FactorE (CSF) Bobot
csF (o/o)

Bobot Aspek ( )
(Ditetapkan diaw.l)

Haril Penilai.n
(Diisi dari KXA)

Bobot x H6il Penilalan Capaian KinerF

Eko Efisien Efektlv Eko Efl3ien Efektiv Eko E isien Efektiv

PRODUI(SI
Penyediaan Sarana Prasarrna Pertanian 54,OO 4225

1 Penyedhan benlh/blbit 9,00 2,50 3,00 3,50 0,88 0,9s 0,78 2,21 2,86 2,75 1,82

2 Penyedhan sarana pengendalhn organisme pengganggu
bnaman (OPT) 9,00 2,so 3,00 3,50

1,00 0,8s 1,00 2,50 2,55 3,50 8,55

Penyedlaan aht dan mesln pertanhn (alslntan) 9,00 2,s0 3,00 3,50 0,57 0,81 0,63 1,43 2,42 2,t9 6,03

4 Penyedhan Lahan Pertanhn Pangan BerkelanJutan (LP2B)
9,00 2,50 3,00 3,50

0,20 0,91 0,76 0,50 2,73 5,89

5 Pembanqunan/rehabilitasa irigasi pertania n 9,00 2,50 3,00 3,50 1,00 0,77 0,29 2,50 2,32 1,02

6 Pembangunan/rehabllltasi Jahn usaha tanl (JUT) 9,00 2,50 3,00 3,50 1,00 1,00 0,75 2,50 3,00 2,63 8,13

Penyuluhan Pe.tanian 18,00 14t69

7 Penlngkatan kompetensi Tenaga Penyuluh 9,00 2,50 3,00 3,50 0,84 0,77 0,76 2,8 2,32 2,4 7,05

8 Penyuluhan/bimbingan teknls kepada pelani 9,00 2,50 3,00 3,50 1,00 0,78 0,80 2,50 2,81 7,U

CADANGAI{ PAI{GA PEi,IERII{TAH DAERAH

Penyelergoaraan Cadarlgan Pangan Pemda 16,50 tot44

9 Penetapan Jenls dan iumlah Cadangan Pangan Pemda
3,50 3,50

0,30 1,05 1,0s

l0 Pengadaan Cadangan Pangan Pemda 6,00 2,50 3,50 0,96 0,50 2,39 1,75 4,14

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemda 3,50 3,50 0,s0 1,75 1,75

12 Penyaluran Cadangan Paogan Pemda 3,50 3,50 1,00 3,50 3,50

CAPAIA OUTCOME 11,50 6, r5
13 Produksi pangan memenuhi target 5,75 5,75 1,00 5,75 5,75

t4 Penyediaan Cadangan Pangan memenuhi kebutuhan 5,75 5,75 0,40 2,30 0,40

Total r00,00 22,5 24 53,5 7 t44 6,44 9,47 18,6r. 20,s3 36,29 73,54

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
BERHASIL

3

2,67

5,83

2,34

11
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Format 12

BERITA ACARA TXIT E:(I" COilTERE.I'CE
HASIL AT'DIT XINER^'A TA...

PROGRAJ}I ...

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR DENGAN KEPALA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR (PenanggungJawab Program) ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... 2On1 bertempat di Kantor ...

(OPD) Kabupaten Blitar di ... telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja
atas Program ... antara Tim Audit Inspektorat berdasarkan surat tugas
Inspektur Kabupaten Blitar Nomor: SPT-. . . / . .. tanggal . .. bulan .. . 20>o<

dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Penanggung

Jawab Program) ... dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

l. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar telah menyampaikan Notisi Hasil
Audit Kineq'a atas Program ... tanggal ..., bulan ... 201x sebagaimana
terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala

Organisasi Peralgkat Daerah Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab
program ... dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam
notisi dimal<sud.

2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh

Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar beserta dokumen/data
pendukung yang merupakan bagian dari kertas ke{a Tim, Kepala

Organisasi Perangkat Daerah (penanggung jawab program)

menyatakan: sependapat/tidak sependapat terhadap seluruh materi
temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Demikian Risalah Pembahasan Hasil Audit Kine{a atas Program ...
ini dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh
Tim Audit Inspektorat Kabupaten Blitar dan Kepala Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Blitar sebagai penanggung jawab program pada hari ...

tanggal ..., bulan ...20:icx sebagaimana tersebut diatas.

Kepala OPD Kabupaten Blitar
sebagai Penanggung Jawab Program

NIP NIP

Inspektur Kabupaten Blitar
Sebagai Penanggung jawab Audit

*Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT

Jln. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar Telp. (0342) aOD76
email : inspektora@blitarkab.go.id / website : www.insoektorat.blitarkab.eo.id
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FORMAT 13.a

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

Blitar,

Nomor

Sifat

Le.mpiran

Perihal

Rahasia

1 (satu) berkas

Laporan Hasil Audit

KEPADA:

YTH. BUPATI BLITAR

DI

BLITAR

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Audit Kinerja
dengan hasil pemeriksaan, analisis kasus, dan

saran sebagaimana tertuang dalam laporan Hasil Audit Kinerja terlampir.

Selanjutnya mohon Yth. Bupati berkenan memberikan disposisi dan
petunjuk pelaksanaannya pada la.poran Hasil Audit Kinerja dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk
pelaksanaannya.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR

NIP.

"Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
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FORMAT 13.b

PF{ EANrIA}I X.A.B'PATEX ET,ITAR
IXAPEKTORAT

LAFORAX HASL AUDIT KIXERJA
TAHI'I| ...

Itlo LHP:
Tanggal

A. Rkrgkarm Ekselutif
lBrl:isi *lenae,nai Ri4gtamn Llmum Lapnn l{asil tunai*sronl

l. lnspcktorat Kabupaten Bbtar scbagai A parar Fen6awasan lntcrn telah
melalmkan pcmerik saan tentan3

2. Berdacarkan haall pcmcr0<caan ya.ng kami lakukan, kami
menyl mpul kan hal-hal scbagai berikur:
a

b
c rlsl

B. Dasar Hulnrm
[Baisi maqetai kclentuan prutdangunhngan ganq nerd,asar
pbk taon pneriksutt tant,'sr.tk s.tr?at l+tintah Tqasl

C. Tujuan Pcmeriksaan
lBuisi maqeru.i t4juan pne*sola,nl

D. Ruang Lingftup Pemeriksaan
lBerisi metry,eri ruang littgttrtp pr.rrri*soont

E. Merodologi Pemer0rraan
lBaisi metgetui talrrpn-tohopo'n dant bng,ka.h-krngleoh pnerikso.o.nl

F. Gambaran Umum
lBelrisi maqetai unlau prneriftsaon, susurrrn tim pneriksoo,4 objak
pneriksao.n &n annba adnnl

G. U ralan Haril hmerikraan
tBoisi c"ntatan hosdl penrrifts on bentpa nulelri fahd yarq dilefluly'<on
dan hasil onalisis)

H. Penutup
/Ererisr sara.n sra,l kcpda finpinanl

lnspekrur

Nama
MP

"Catatan : Format Dokumen dapat disesuaikan sesuai kebutuhan



FORMAT 13,C

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Rahasia

I (satu) berkas

Tindat< lanjut Hasil Audit

Nomor

Sifat

t ampiran

Perihal

Blitar

Kepada:

Yth. Sdr.

DI

BLITAR

Sehubungan dengan Hasil Audit Kinerja dan analisis Inspektorat

Kabupaten Blitar terhadap , selanjutnya Saudara segera

mengambil langkahJangkah sebagai berikut :

1

)

3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan tindaklanjut atas kasus tersebut

kepada Bupati Blitar melalui Inspektorat Kabupaten Blitar.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

BUPATI BLITAR

'Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit dapat ditambahkan/disesuaikan sesuai kebutuhan

BLITAR

li!rI

\!

I

*

t


